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Mantan Plt. Kadis Dinkes Dituntut 5 Tahun

RIZKY/BE

Mantan Pt Kadis Dinkes Kabupaten Benteng, Mulya Wardana dituntut 5 tahun penjara
dan denda Rp 200 juta oleh JPU Kejari Bengkulu Utara. Sidang berlangsung di PN Beng-

kulu, Rabu (30/10) siang.

BENGKULU, BE - Kemarin
(30/10), Pengadilan Negeri
(PN) Bengkulu menggelar si-
dang tuntutan kasus dugaan
korupsi pemotongan ang-
garan bersumber dari DAK,
APBD, APBN dan dana non-
fisik pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Ten-
gah (Benteng), 2018. Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Ke-
jaksaan Negeri (Kejari) Beng-
kulu Utara, menuntut terda-
kwa Mulya Wardana dengan
pidana penjara 5 tahun dan
denda Rp 200 juta subsidair
2 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana pen-
jara terhadap terdakwa Mu-
lya Wardana selama 5 tahun
dan denda Rp 200 juta sub-
sidari 2 bulan penjara,” jelas
JPU Kejari Bengkulu Utara,

PA Juanda Panjaitan SH.
JPU menilai terdakwa Mu-
lya Wardana melanggar pasal
12 e dan pasal 12 huruf f Un-
dang-Undang Nomor 31 ta-
hun 1999 tentang pemberan-
tasan tindak pidana korupsi
sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 20
tahun 2001 tentang peruba-
han atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 ten-
tang pemberantasan tindak
pidana korupsi Junto pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terkait tuntutan dari JPU
tersebut, Jecky Haryanto SH
menyayangkan sikap jaksa
yang tidak menjelaskan se-
cara detail terkait peran Mu-
lya Wardana yang dianggap
memerintahkan pemoton-
gan anggaran. Tidak disebut-

kan seperti apa bentuk perin-
tah terdakwa Mulya kepada
Fintor Gunanda. Terlebih
lagi terdakwa Mulya hanya
menjabat 2 minggu sebagai
pejabat pelaksana tugas (PIt).

“Kami rasa tidak adil ya
klien kami dituntut 5 tahun.
Sementara itu jaksa tidak
menyebutkan rinci terkait
pembuktian seperti apa
klien kami memerintahkan
Bendahara Fintor Gunanda.
Padahal klien kami hanya
menjabat 2 minggu sebagai
PIt,” jelas Jecky.

Jecky Haryanto juga meng-
garis bawahi terkait keterli-
batan pihak lain selain kli-
ennya dalam kasus tersebut.
Harus ada penegakan hu-
kum secara keseluruhan bagi
siapa saja yang terlibat. Jecky

menuﬁmrk-an, kiiennya bakal
menyiapkan nota pembe-
laan untuk dibacakan pada

- sidang yang digelar dua pe-
kan lagi.

“Apa yang menjadi ke-
beratan kami akan kita sam-
paikan dalam pembelaan
nanti,’ imbuh Jecky.

Majelis Hakim yang diket-
uai Fitrizal Yanto SH memu-
tukansidang akan dilanjut-
kan dua pekan lagi dengan
agenda pembelaan.

Untuk diketahui, Mulya
Wardana menjabat sebagai
Plt Kepala Dinas Kesehatan
Benteng, didakwa ikut terli-
bat dalam pemotongan ang-
garan rutin di Dinkes Ben-
teng tahun 2018 lalu. Kasus
ini mencuat, setelah penyi-
dik Polda Bengkulu melaku-
kan OTT di Dinkes Benteng.
Mulya pernah menjadi saksi
bersama dengan mantan Ke-
pala Dinkes Benteng Elyan-
des Kori dalam persidangan
terdakwa Fintor Gunanda.
Dari pengakuan mereka ber-
dua, diketahui pemotongan
dana non fisik kegiatan di
Dinkes Benteng sudah men-
jadi budaya. Artinya sebelum
Mulya menjabat sebagai Plt,
budaya pemotongan angga- .
ran diduga sudah dilakukan
oleh Kadis sebelumnya. Fin-
tor Gunanda yang menjabat
mantan bendahara Dinkes
Benteng sudah mendapat-
kan vonis 4 tahun penjara
dan denda Rp 200 juta sub-
sidair 3 bulan penjara. Vonis
dibacakan bulan Juli 2019
lalu di PN Tipikor Bengkulu.
(167)




